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KATA PENGANTAR

     Berdasarkan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, maka 
sesuatu yang amat penting adalah diberikannya perlindungan hukum serta 
perlindungan hak-hak azasi kepada rakyat Indonesia dari tindakan Pemerintah.

Sarana untuk mencapai keinginan tersebut sudah lama tertanam di hati 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai wakil rakyat Indonesia 
maupun di hati Pemerintah Republik Indonesia, namun kenyataannya baru 
dapat diwujudkan pada akhir tahun 1986 dalam ujud Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 yaitu Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada kesempatan ini dengan kemampuan yang sangat terbatas untuk 
membantu memperkenalkan kepada khalayak umum termasuk para mahasiswa, 
telah dicoba untuk menulis suatu buku dengan judul ”Hukum Acara Peradilan 
Tata Usaha Negara” oleh Sdr. W Riawan Tjandra.

Keberhasilan di dalam menulis buku ini, walaupun masih dalam ke
mampuan tahap awal, tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan beberapa 
pihak. Demikian tulisan ini disajikan dengan segala kekurangannya, oleh karena 
itu kritik-kritik yang membangun sangat diharapkan. Dan akhir kata mudah-
mudahan buku ini dapat memberikan manfaat kepada nusa dan bangsa.

	 Yogyakarta, Februari 1996
	 Ketua Bagian HAN
	 Fakultas Hukum UAJY

	 Junirahardjo, S.H.
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KATA PENGANTAR

(Edisi Revisi)

Tulisan ini merupakan revisi dari cetakan pertama tahun 1995 dalam rangka 
menyempurnakan tata tulis maupun substansi buku ini. Revisi buku ini 
dilakukan karena terdapat perkembangan bahan maupun keadaan.

Hal-hal yang disempurnakan dalam revisi buku ini mencakup:

1.	 Perubahan judul untuk lebih memberikan gambaran mengenai isinya.
2.	 Penyempurnaan tata tulis.
3.	 Perluasan substansi penulisan berdasarkan literatur yang relevan.
4.	 Pengurangan substansi yang sudah tidak relevan dan menghilangkan 

lampiran karena sebagian besar sudah dimuat dalam tulisan.

Saran-saran dan kritik membangun pembaca yang mulia akan lebih 
menyempurnakan buku ini untuk terbitan berikutnya.

Semoga buku ini dapat menjadi setetes air di tengah samudra ilmu.

Yogyakarta, Mei 1999
Penulis
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KATA PENGANTAR

(edisi revisi)

     Tulisan ini merupakan revisi ke-2 dari revisi ke-1 tahun 1999. Hal ini 
dimaksudkan agar lebih menyempurnakan kualitas isi buku ini. Revisi yang 
dilakukan dalam buku ini meliputi tata tulis, penambahan lampiran contoh 
kasus konkret sebagai suatu ”academic exercise”, dan penambahan bab dalam 
tulisan. Diucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Bantuan dan Konsultasi 
Hukum (PBKH) Fakultas Hukum UAJY atas ijin yang diberikan untuk 
mengakses dan mempresentasikan data penanganan perkara dalam buku ini. 
Terima kasih pula kepada Kepala Pusat Pemasaran Universitas dan Penerbitan 
UAIY yang membantu proses revisi buku ini hingga dapat diterbitkan. Semoga, 
revisi ini dapat melengkapi buku sederhana ini yang tentu saja tidak akan lepas 
dari kekurangan. Sumbangan pemikiran dari para pembaca yang budiman akan 
menjadi bahan revisi berikutnya.

Yogyakarta, 4 Februari 2002
Penulis
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KATA PENGANTAR

(edisi revisi)

       Perkembangan pesat di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan 
sebagai dampak reformasi di segala bidang mengharuskan penyempurnaan isi 
buku ini. Pada edisi revisi kali ini, meskipun alur penyajian tetap mendekati 
naskah asli. tetapi telah dilakukan berbagai revisi substantif berupa: penyesuaian 
isi buku dengan peraturan perundang-undangan terbaru; menambahkan materi-
materi baru dalam pembahasan; menata ulang letak dan isi bab, sub bab serta isi 
buku; pembenahan substansi contoh-contoh praktek peradilan, dan sebagainya.

Revisi buku ini diharapkan dapat menyajikan pembahasan yang lebih 
holistik sejak dari pendekatan filosofi, teori, historis, sistem sampai pada 
implementasinya dalam praktek peradilan. Harapannya, pembaca dapat 
memperoleh kajian yang utuh terhadap perspektif hukum acara peradilan tata 
usaha negara yang memadukan sisi filosofi, teori dan praktek.

Terima kasih secara istimewa perlu penulis sampaikan kepada inspirator 
utama dalam penulisan maupun revisi buku ini: Irene Ellyani, S.Sos. (isteri), 
Fransisca dan Rosa (kedua putri penulis) yang dengan setia mendampingi 
dan merelakan sebagian waktu kebersamaan dengan penulis tersita, untuk 
merealisasikan idealisme penulis dalam proses penulisan dan revisi buku ini.

Yogyakarta, November 2005
Penulis
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KATA PENGANTAR

(edisi revisi)

       Buku ini sebenarnya memiliki jejak pemikiran penulis sejak tahun 1996 
dengan penyempurnaan terhadap substansi teori, analisis regulasi dan penyajian 
sisi-sisi praktik peradilan tata usaha negara. Perkembangan pesat di bidang 
hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai dampak reformasi di 
segala bidang mengharuskan penyempurnaan isi buku ini. Pada edisi revisi 
kali ini (2010), meskipun alur penyajian tetap mendekati naskah asli. tetapi 
telah dilakukan berbagai revisi substantif berupa: penyesuaian isi buku dengan 
peraturan perundang-undangan terbaru; menambahkan materi-materi baru 
dalam pembahasan; menata ulang letak dan isi bab, sub bab serta isi buku; 
pembenahan substansi contoh-contoh praktek peradilan, dan sebagainya. 

Revisi buku ini diharapkan dapat menyajikan pembahasan yang lebih 
holistik sejak dari pendekatan filosofi, teori, historis, sistem sampai pada imple­
mentasinya dalam praktek peradilan. Harapannya, pembaca dapat memperoleh 
kajian yang utuh terhadap perspektif hukum acara peradilan tata usaha negara 
yang memadukan sisi filosofi, teori dan praktek.Di samping itu, tulisan buku 
ini telah disesuaikan sejauh mungkin dengan undang-undang yang terbaru di 
bidang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha 
Negara. 

Guna menyesuaikan dengan perubahan substantif yang dibutuhkan 
terhadap buku ini, maka diperlukan juga perubahan terhadap judul buku. 
Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 21 Januari 2010
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum
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PENGANTAR

(edisi revisi)

          Buku ini diterbitkan ulang setelah dilakukan beberapa revisi, terutama 
penyempurnaan tata bahasa dan penggunaan istilah yang berkaitan dengan 
bidang hukum. Selain itu, pada buku ini juga dilakukan pembaruan undang-
undang beserta lampirannya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan.
	 Semoga buku ini bermanfaat.

 Yogyakarta, Februari 2015
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